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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat mobilitas tenaga kerja
dari wilayah hinterland menuju pusat pertumbuhan (wilayah kota) dengan
menggunakan Indeks Gravitasi dan Indeks aksesbilitas serta untuk mengetahui
kesenjangan pendapatan antara wilayah hinterland denagn wilayah pusat
pertumbuahn diukur dengan Indeks Williamson.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam
kurun waktu tahun 1990-2000. Data selama kurun waktu tersebut diperoleh dari
laporan berbagai pihak yang telah dipublikasikan. Alat analisis yang digunakan,
vaitu Indeks Gravitasi, Indeks Aksesbilitas, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks
Williamson.

Hasil analisis Indeks Gravitasi dan Indeks aksesbilitas menunjukkan
bahwa keduanya significant terhadap jumlah penduduk dan jarak. Nilai Indeks
Gravitasi dan Indeks aksesbilitas sangat besar, hal ini menunjukkan bahwa
mobilisasi tenaga kerja menuju pusat pertumbuhan juga sangat besar. Nilai Indeks
Williamson yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan
menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di pusat pertumbuhan cukup tinggi.

Meskipun pendapatan perkapita penduduk di pusat pertumbuhan cukup
tinggi tetapi kesenjangan pendapatannya justru tinggi. Kesenjangan pendapatan
ini terjadi karena tidak meratanya distribusi pendapatan dan perbedaan struktur
ekonomi. Tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi ini ditandai dengan nilai
Indeks Williamson sebesar 0,6525836363.

Kata Kunci : Mobilitas tenaga kerja dan kesenjangan pendapatan.
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I. PENDAHULUAN-

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal strategi pembangunan Indonesia ditekankan pada wawasan
pembangunan nasional. Diharapkan bahwa pada akhirnya hasil pembangurian
akan dapat teralokasi ke tingkat regional. Dalam masalah model perencanaan,
perencanaan daerah lebih terbuka sesuai dengan keadaan masing-masing daerah,
dimana tetap harus memperhitungkan tujuan-tujuan daerah lain.

Perencanaan pembangunan regional yang dimaksud adalah suatu program
strategi  pemerintah dalam menjalankan campur tangan pemerintah  untuk
mempengaruhi proses pengembangan di daerah agar terjadi pengembangan ke
arah tujuan yang dikehendaki. Masing-masing tujuan tersebut penting dan
mungkin terjadi pertentangan satu sama lain. Karena itu, dalam perencanaan
prioritas tujuan sesuai dengan Kkarakteristik dan keadaan daerah. Tugas
perencanaan suatu daerah adalah suatu perencanaan yang mempunyai ciri-ciri
ekonomi, sosial, serta mempertimbangkan aspek fisik lingkungannya (Suahasil
Nazara, 1994 ; 19).

Dalam pengembangan wilayah terdapat adanya perbedaan dalam tingkat
pertumbuhan dan pengembangan antar daerah serta adanya perbedaan tingkat
pendapatan dan tingkat kemakmuran. Perbedaan-perbedaan ini mengakibatkan
timbulnya dikotomi di dalam manifestasi tata ruang, yaitu antara pusat
pertumbuhan (daerah kota) yang lebih moderen dan dinamis dengan wilayah
hinterland (daerah pedesaan) yang masih tradisional dan terbelakang. Pada
umumnya dikotomi tersebut membawa akibat yang cukup serius baik bagi daerah
hinterland maupun pusat pertumbuhan. Di daerah pedesaan hal tersebut
mengakibatkan pendapatan rendah, penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien,
migrasi tenaga kerja produktif keluar daerah pedesaan (mobilitas tenaga kerja
menuju pusat pertumbuhan) dan ketergantungan terhadap metode produksi
tertentu. Di daerah perkotaan, akibat yang dirasakan terutama ditimbulkan oleh

arus perpindahan di daerah pedesaan yang memperburuk persoalan-persoalan
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dalam bidang perumahan, fasilitas sosial, kesempatan kerja dan adanya
ketidakpuasan masyarakat. Banyak negara-negara mengharapkan bahwa
pengembangan wilayah seharusnya dapat menjadi alat untuk mengatasi perbedaan
tingkat pertumbuhan dan kemakmuran antar daerah terutama dalam hubungannya
dengan integrasi daerah-daerah terbelakang dalam kesatuan ekonomi nasional.
Dalam hubungan ini, bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi di dalam kerangka
kesatuan sistem tata ruang (spatial economy) yang merupakan aspek penting
tetapi seringkali diabaikan dalam rancangan pembangunan nasionai dan regional.
Tindakan yang mengabaikan dimensi tata ruang dalam pembangunan ekonomi
ditambah dengan pembangunan yang menitikberatkan pada pemikiran jangka
pendek daripada pemikiran jangka panjang, ‘memberikan konstribusi terhadap
semakin tajamnya dikotomi antar daerah pedesaan dengan daerah perkotaan.

Kebijaksanaan pusat pertumbuhan dimaksudkan untuk menimbulkan
pemusatan investasi melalui penyediaan pada suatu lokasi tertentu, fasilitas-
fasilitas yang akan menciptakan keuntungan-keuntungan ubanisasi yang pada
gilirannya menarik bagi investor untuk menanamkan modal bagi industri atau
usahanya. Keuntungan-keuntungan urbanisasi yang dimaksud meliputi
berkembangnya pasar tenaga kerja perkotaan ehingga pusat pertumbuhan
mempunyai daya tarik agar terjadi mobilitas tenaga kerja dari wilayah hinterland
menuju pusat pertumbuhan, kemudahan memasuki pasar yang lebih besar, adanya
sektor swasta yang etrsedia bagi berbagai macam jasa bagi penduduk dan industri.
Jasa seperti itu meliputi tersedianya fasilitas pengangkutan (transportasi),
perdagangan yang menguntungkan dan berkembangnya aneka ragan fasilitas
social (John Glasson, 1991 :177).

Pembangunan yang telah dicapai Indonesia menghasilkan adanya daerah
maju (pusat pertumbuhan) serta daerah yang pertumbuhannya lamban (wilayah
hinterland). Walaupun daerah yang bersangkutan verusaha untuk menerapkan
kebijaksanaan pembangunan wilayahnya agar tidak terjadi kesenjangan antar
wilayah serta antar sector terutama sektor ekonomi. Secara umum yang menjadi
fenomena penyebab utama pokok terjadinya kesenjangan adalah perbedaan dalam
stuktur industri dan struktur ekonomi (Budhiharsono, 1989 :68). Ketimpangan
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atau kesenjangan wilayah dapat dikurangi atau bahkan dapat diatasi melalui
alokasi faktor-faktor produksi yang telah tumbuh dan meningkat, tanpa harus ada
campur tangan pemerintah.

Analisis pertumbuhan antar wilayah menitikberatkan pada perpindahan
faktor (factor movement). Adanya kemungkinan masuk dan keluarnya arus
perpindahan tenaga kerja dari wilayah hinterland (pedesaan) dan arus perpindahan
modal sangat memperbesar keluangan bagi berbeda-bedanya tingkat pertumbuhan
regional (Richardson, 1991 :131).

Sejalan dengan berlangsungnya proses berkembangnya wilayah, maka
kemudahan pun meningkat. Dengan tingkat kemudahan yang lebih tinggi,
kesempatan untuk tumbuhnya usaha pun meningkat. Daya tarik inilah yang
menyebabkan berpindahnya penduduk (mobilitas tenaga kerja) menuju pusat
pertumbuhan (Hadjisaroso, 1982 :10).

Pembangunan yang telah dicapai di tingkat propinsi dalam bentuk Satuan
Wilayah Pengembangan (SWP), salah satunya adalah Propinsi Jawa Timur.
Perencanaan pembangunan di Propinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Bappeda
Tingkat I Jawa Timur. Di Jawa Timur, rencana pengembangan meliputi sembilan
SWP, yaitu: SWP I Gerbangkertosusilo, SWP II Madura, SWP Il Banyuwangi,
SWP IV Jember dan daerah sekitarnya, SWP V Probolinggo dan daerah
sekitarnya, SWP VI Malang dan daerah sekitarnya, SWP VII Kediri dan daeran
sekitarnya, SWP VIII Madiun dan daerah sekitarnya, dan SWP IX Tuban dan
daerah sekitarnya.

Bedasarkan struktur pembagian SWP Jawa Timur, maka Kabupaten
Jember dan daerah sekitarnya dikelompokkan dalam SWP IV dengan Kabupaten
Jember sebagai pusat pertumbuhan. Di Kabupaten Jember sendiri masih terbagi
lagi menjadi empat SSWP (Sub Satuan Wilayah Pengembangan), yaitu:

1. Jember Bagian Utara Timur berpusat di Kecamatan Kalisat.
2. Jember Bagian Tengah/ Kota administratif berpusat di kecamatan

Kaliwates.

(93}

Jember Bagian Barat Utara berpusat di Kecamatan Tanggul.
4. Jember Bagian Barat Selatan berpusat di Kecamatan Balung.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Dari keempat SSWP di atas, SSWP untuk Jember Bagian Tengah/ Kota
Administratif merupakan pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Jember. Di
Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari, dan Kecamatan Patrang itulah
kegiatan perekonomian dan pelayanan jasa lebih maju daripada daerah-daerah
lainnya. Dengan peranannya sebagai pusat pertumbuhan, maka tidak salah jika
wilayah kotatif mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk di wilayah
hinterland untuk melakukan kegiatan perekonomian dan pelayanan jasa di pusat
pertumbuhan Hal ini menyebabkan terjadinya arus perpindahan penduduk
menuju wilayah kota (pusat pertumbuhan) dan terjadi pula mobilitas tenaga
kerja menuju pusat pertumbuhan.

Dalam perananya sebagai pusat pertumbuhan, wilayah Kotatif telah
menerapkan kebijaksanaannya untuk meningkatkan fungsi dan peranannya,
yaitu:

1. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja menuju wilayah kota, yaitu melalui
pengembangan fasilitas dan transportasi (sarana dan prasarana) yang lebih
baik dan berdaya guna sehingga dapat mengakomodasi seluruh kegiatan
penduduk kota dan penduduk wilayah sekitarnya (hinterland).

2. Meningkatkan kapasitas pelayanan fasilitas sosial-ekonomi yang dianggap
dapat menunjang fungsi dan perkembangan yang menguntungkan baik
terhadap kotanya sendiri maupun terhadap wilayah yang lebih luas
(regional).

3. Meningkatkan kualitas kondisi tata ruang kota yang serasi dan seimbang.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan kebijaksanaan yang diterapkan di pusat pertumbuhan, yaitu
meningkatkan mobilitas tenaga kerja menuju pusat pertumbuhan, maka hal ini
berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja di pusat pertumivuhan. Hal ini
ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di wilayah pusat
pertumbuhan. Jumlah penduduk di Kecamatan Kaliwates sebanyak 90.941 pada
tahun 1990, meningkat menjadi 95.177 jiwa pada tahun 2000 dengan jumlah

tenaga kerja sebanyak 65.397 jiwa. Kecamatan Sumbersari mempunyai jumlah
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penduduk sebanyak 98.036 jiwa pada tahun 1990, meningkat menjadi 110.785
pada tahun 2000 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 72.565 jiwa. Kecamatan
Patrang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 85.045 jiwa pada tahun 1990,
mengalami sedikit peningkatan menjadi 85.083 jiwa pada tahun 2000 dengan
jumlah tenaga kerja sebanyak 61.866 jiwa. Besarnya mobilitas tenaga krja menuju
pusat pertumbuhan menyebabkan semakin menyempitnya lapangan kerja yang
tersedia.

Pada umum pendapatan perkapita penduduk di pusat pertumbuhan cukup
tinggi, yaitu untuk Kecamatan Kaliwates dengan pendapatan perkapita sebesar
Rp. 2.561.684,- pada tahun 2000, Kecamatan Sumbersari dengan pendapatan
perkapita sebesar Rp. 1.579.261,- pada tahun 2000, dan Kecamatan Patrang
dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 1.785.437.- pada tahun 2000. Meskipun
pendapatan perkapita penduduk di pusat pertumbuhan cukup tinggi, justru
kesenjangan pendapatannya juga tinggi. Tingginya kesenjangan pendapatan ini
disebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan di pusat pertumbuhan dan
adanya perbedaan struktur ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, maka
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

I bagéimana mobilitas tenaga kerja dari wilayah hinterland menuju ke pusat
pertumbuhan (wilayah kota ) di Kabupaten Jember?
2. seberapa besar tingkat kesenjangan antara wilayah kota dengan wilayah-

wilayah hinterland di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
1. mobilitas tenaga kerja dari wilayah hinterland menuju ke wilayah pusat
pertumbuhan (wilayah kota) di Kabupaten Jember;
2. tingkat kesenjangan pendapatan antara wilayah kota (pusat pertumbuhan) °
dengan wilayah hinterland.
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah .

1. sebagai bahan pertimbangan informasi bagi daerah Kabupaten Jember untuk
pengambilan kebijaksanaan sehingga dapat lebih meningkatkan kesempatan
kerja;

2. sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian

sejenis.
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II. TINJAUAN PUS

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh Yuliana H. (1994) tentang “Peranan Kutub-kutub
Pertumbuhan Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Jember”. Alat
analisis ya;lg digunakan ’adalah analisis Indeks Aksesbilitas, analisis Indeks
Gravitasi, dan analisis Indeks Williamson. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh kutub-kutub pertumbuhan terhadap pengembangan wilayah
di Kabupaten Jember.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya pusat-pusat sub wilayah
pembangunan dalam kebijaksanaan pembangunan perwilayahan di Kabupaten
Jember, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengembangan
wilayah hinterlandnya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai Indeks
Gravitasi dan Indeks Aksesbilitas dari hinterland ke pusat sub wilayah
pembangunan. Semakin besar nilai Indeks Gravitasi dan Indeks Aksesbilitas,
maka menunjukkan bahwa sarana-sarana yang tersedia di pusat pertumbuhan
digunakan oleh hinterlandnya dan semakin besar pula fungsi pusat pertumbuhan
sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Peranan pusat SWP dalam
pengembangan wilayéﬁ ditunjukkan oleh kecilnya Indeks Williamson (0,03407 —
0,675012). Adanya nilai Indeks Williamson yang lebih dari 0,5 meskipun masih
jauh mendekati 1 menunjukkan bahwa sedikit kecenderungan mendekati
ketimpangan di daerah itu.

Penelitian oieh Panca N. (1998) tentang “ Peranan Pusat Pertumbuhan
Dalam Menunjang Pengembangan Wilayah Hinterland di Kabupaten Sidoarjo™.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Sederhana dan Indeks
Williamson. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pusat
pertumbuhan dalam menunjang pengembangan wilayah bagi daerah belakang
(hinterland) dan disparitas atau kesenjangan pendapatan antara pusat pertumbuhan
dengan daerah hinterland. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa
pertumbuhan ekonomi pusat pertumbuhan lebih mempunyai kemampuan

memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah hinterland dan
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan
ekonomi wilayah hinterland di Kabupaten Sidoarjo. Dari perhitungan diketahui
bahwa koetisien regresi sebesar 0,835%. Untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi
pusat pertumbuhan bagi tiap-tiap kecamatan yang menjadi wilayah hinterland
menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan mempunyai mngaph yang signifikan
pada tiap-tiap kecamatan tersebut. Penga.ruh pertumbu‘r;an ekonomi pusat
pertumbuhan tersebut terhadap wilayah hinterland adalah cukup signifikan, hal ini
diketahui dari hasil analisa regresi linier sederhana yaitu t hitung > t tabel (2,568 >
1,684 dan 396,684 > 1,684). Dari nilai Indeks Williamson pusat pertumbuhan dan
wilayah hinterland di Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,03177037 — 0,832722521,
dapat dilihat bahwa kesenjangan di Kabupaten Sidoarjo di samping ada yang
relatif kecil yaitu 0,03177037 di SWP IV tapi ada juga yang relatif besar yaitu
0,832722521, ini berarti secara umum di Kabupaten Sidoarjo kesenjangan
pendapatannya masih cukup besar karena nilai Vw (Indeks Williamson) ada yang

mendekati satu yaitu sebesar 0,83272251.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Teori Kutub Pertumbuhan

Teori ini dikembangkan oleh Perroux pada tahun 1955 atas dasar
pengamatan-pengamatan terhadap proses pembangunan. Perroux mengakui bahwa
pembangunan sebenar-benarnya tidak terjadi dimana-mana secara serentak, tetapi
muncul di tempat-tempat tertentu dengan intensitas yang berbeda. Tempat-tempat
itulah yang dinamakan titik-titik dan kutub-kutub pertumbuhan. Dari titk-titik dan
kutub-kutub pertumbuhan inilah pembangunan akan menyebar melalui berbagai
saluran dan mempunyai akibat akhir yang berlainan bagi perekonomian secara
keseluruhan (Glasson, 1991: 153).

Untuk menerapkan teori kutub pertumbuhan harus terlebih dahulu
mengetahui hirarki/tingkatan tempat-tempat kedudukan pusat, disamping itu
untuk memilih kutub-kutub pertumbuhan dibutuhkan suatu pengetahuan tentang
peranan tempat kedudukan sentral, yaitu suatu pandangan ke depan dan

pertimbangan-pertimbangan lokasi. Selain itu tehnik harus pula diperhitungkan,
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antara lain mudah dicapai (accesbility), tersedianya sumber-sumber dan

perubahan dari kelakuan dan sikap penduduk serta perubahan teknologi (Glasson,

1991 : 155).

Pada dasarnya teori kutub pertumbuhan menerangkan akibat dari
sekelompok kesatuan-kesatuan yang memimpin atau karena polarisasi. Kutub
F;ertumbuhan (Growth Pole) harus juga mendorong perkembangan yang besar di
daerah sekitarnya. Prasarana yang sudah berkembang, penyediaan pelayanan-
pelayanan sentral, pengaruh dan penyebaran kesadaran pertumbuhan, dan
dinamisme ke seluruh daerah pengaruh. Kesemuanya ini adalah penting untuk
mendorong polarisasi (Harry W. Richardson, 1991 : 85).

Apabila membicarakan kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan, maka
konsep dasar dan perkembangan dapat ditandai sebagai berikut :

1. Konsep Leading Industries dan perusahaan-perusahaan propulsif, menyatakan
bahwa pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan propulsif yang
besar yang termasuk dalam leadimg industries yang mendominasi unit-unit
ekonomi lainnya. Suatu perusahaan propulsif mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut :

a. perusahaan tersebut relatif besar;

b. dapat menimbulkan dorongan pertumbuhan yang nyata pada
lingkungannya;

¢. kemampuan untuk inovasi tinggi;

d. termasuk dalam suatu industri yang sedang tumbuh dengan cepat.

Suatu leading industry mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

relatif baru dan dinamis, serta mempunyai tingkat teknologi yang tinggi;

b. permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang
tinggi;

c. mempunyai kaitan antar industri, kaitan ke depan (forward linkages) atau
mempunyai kaitan ke belakang (backward linkages).

2. Konsep polarisai menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dan leading
industries mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam

kutub pertumbuhan.
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3. Konsep “Spread Effect” menyatakan bahwa pada waktunya kualitas propulsil
dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang
sekitarnya. Spread Effect ini dikenal sebagai “Trickling Down” effeci (James
J. Spillane, 1988; 211).

2.2.2 Konsep wilayah
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis segenap unsur
yang terkait di dalamnya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan aspek fungsional.
Tipelogi dari suatu wilayah :
1. Gambaran tunggal dari suatu wilayah, yaitu persamaan suatu wilayah
ditentukan oleh satu fenomena. Misalnya, jenis tanah, agama, dan lainnya.
2. Gambaran majemuk dari suatu wilayah, yaitu suatu wilayah dengan
fenomena yang kompleks dengan beberapa persamaan di dalamnya.
Wilayah ini terdiri dari beberapa gambaran tunggal dari suatu wilayah,
tetapi terdapat fenomena yang kompleks (saling terkait) dalam satau
kesatuan (Budhiharsono, 1989: 12).

Wilayah dapat berbentuk formal atau fungsional berdasrkan kriteria
tunggal atau kriteria jamak. Di Eropa, perkembangan dari perekonomian produksi
primer yang terhubungkan secara vertikal ke perekonomian modern yang disifati
oleh tingkat-tingkat spesialisasi yang tingi dan hubungan-hubungan horisontal
cenderung untuk melnjutkan ke arah fungsional, terutama menggunakan kriteria-
kriteria ekonomi. Akan tetapi, wilayah formal yang didefinisikan berdasrkan
kﬁteria sosio-ckonomi juga sangat bermanfaat, walaupun wilayah formal phisik,
terlebih-lebih “wilayah alamiah™ semakin kurang penting (Rudi Wibowo dan
Sutrisno, 2002: 42).

Wilayah formal atau fungsional, ataupun kombinasi dari keduanya
dapat memberikan suatu kerangka yang bermanfaat bagi klasifikasi regional tipe
ketiga, yaitu wilayah perencanaan (planning region) atau “programming region”
sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-

keputusan ekonomi. Boudeville dalam Rudi wibowo dan Sutrisno menjelaskan
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bahwa wilayah perencanaan tersebut dapat juga dipandang sebagai suatu wilayah
yang cukup bsar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan persebarn
penduduk dan kesempatan kerja yang penting di dalam lingkungan perbatasannya,
namun cukup keciluntuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya
dapat diamati sebagai suatu kebulatan. Beberapa pakar bahkan memberi landasan
bahwa perencanaan antara lain :

1. haruslah cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan invesatsi

berskala ekonomi;
2. harus mampu mensuplai industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang

diperlukan;

(F5]

harus mempunyai suatu struktur ekonomi yang homogen;

mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growth point);

o

dan menggunakan suatu cara pendekatan dan mempunyai kesadaran
bersama terhadap persoalan-persoalannya (Rudi Wibowo dan Sutrisno,
2002: 42).

Dalam kerangka uraian terdahulu, definisi-definisi seperti itu menunjukkan
bahwa wilayah perencanaan adalah wilayah geografik yang cocok untuk
perancangan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan guna memecahkan
persoalan-persoalan regional. Berdasarkan kriteria seperti tingkat kegiatan dan
arah perkembangan migrasi, wialyah formal dapat didefinisikan. Juga masalah-
masalah yang menyangkut arus perjalanan ke tempat kerja dan jasa-jasa antara
pusat-pusat besar dan subsider. Dengan menggunakan arus ini sebagai kriteria,
wilayah fungsional sangat jarang bertumpang tindih secara jelas dan seringkali
mengalami perubahan yang besar. Dengan demikian, pengidentifikasian wilayah
perencanaan yang memuaskan mungkin harus mengandung unsur kompromi.
Inipun dengan asumsi bahwa wilayah formal dan wilayah fungsional benar-benar
dapat ditentukan batas-batasnya dan wilayh-wilayah yang telah ditentukan batas-
batasnya dapat dikelolah secara administratif (Rudi Wibowo dan Sutrisno, 2002;
43).

2.2.3 Analisis Wilayah
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Menurut Perroux (dalam Nuryasman, 1996: 241), pertumbuhan tidak
muncul diberbagai daerah pada saat yang bersamaan. Pemusatan akan terjadi pada
beberapa tempat atau kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.
Menurut teori ini, daerah yang akan tumbuh dengan cepat adalah daerah yang
merupakan kutub pertumbuhan sedangkn daerah lain akan jauh tertinggal.
Tempat-tempat yang menarik adalah pusat-pusat yang memiliki dan membawa
kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan perekonomian
sehingga daerah ini memiliki keunggulan komparatif dibandingkan daerah
lainnya.

Wilayah merupakan suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu
yang bagian-bagiannya secara interval. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis,
yaitu (Budhiharsono, 1989; 32) :

1; Wilayah Homogen;
Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari suatu aspek
mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri
homogen misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur
produksi atau pola konsumen yang homogen, pendapatan perkapita), geografi
(seperti wilayah yang mempunyai topografi dan iklim yang sama), agama,
suku, dan sebagainya. Contoh wilayah homogen adalah Jalur Pantura
(Jatiluhur Pantai Utara, Jawa Barat).

2. Wilayah Nodal (Nodali region)
Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai
ketergantungan antara pusat dengan daerah belakangnya (hinterland). Tingkat
ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang
dan jasa ataupun komunikasi dan transportasi. Sukirno (1991) menyatakan
bahwa pengertian wilayah nodal yang paling ideal untuk digunakan dalam
analisis mengenai ekonomi ruang, mengartikan wilayah itu sebagai suatu
ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
Contoh wilayah nodal adalah wilayah Jakarta dengan wilayah Botabek
(Bogor, Tanggerang, dan Bekasi). Jakarta merupakan intinya sedangkan
Botabek sebagai wilayah belakangnya.
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3. Wilayah Administratif
Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan
berdasarkan kepentingan administrsi pemerinthan atau politik seperti :
Proponsi, Kabupaten, kecamatan, Desa, Rukun Kampung (RK), dan Rukun
Tetangga (RT).‘. Sukirno menyatakan bahwa di dalam praktek apabila
r;lembahas menéenai perancangan pembangunan wilayah, maka pengertian
wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan,
dikarenakan : (a) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana
pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai pemerintah;
(b) wilayah yang batasnya ditentukan berdasrkan atas satuan administrasi
pemerintah lebih mudah dianalisis.
4. Wilayah Perencanaan

Boudeville (dalam Glasson, 1991) mendefinisikan wilayah perencanaan
(planning region atau programming region) sebagai wilayah yang
memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.
Wilayah perencanaan dapat dipandang sebagai suatu wilayah yang cukup
besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam
penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk
memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai
satu kesatuan.

Klaessen (dalam Glasson, 1991) percaya bahwa wilayah perencanaan antara
lain : (a) harus cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi
yang berskala ekonomi; (b) harus mampu menyulap industrinya sendiri
dengan tenaga kerja yang diperlukan; (c) harus mempunyai struktur ekonomi
yang homogen; (d) harus mempunyai sekurang-kurangnya satu titik
pertumbuhan (growth point); (e) harus menggunakan suatu cara pendekatan
perencanaan pembangunan;, (f) masyarakat dalam wilayah perencanaan
mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya. Contoh
wilayah perencanaan adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, DAS Kali
Sonto, DAS Brantas, DAS Cimanuk, daan sebagainya DAS dari hulu sampai
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hilir dilakukan perencanaan secara terpadu, karena perlakuan dihulu berakibat

di bagian hilir.

2.2.4 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah

Konsep dasar pengembangan wilayah nasional Indonesia mempunyai
tujuan-tujuan, yaitu (Hadisarojo, 1982:~2) o EE mewujildkan keseimbangan antar
daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya; (2) memperoleh kesatuan ekonomi
nasional; (3) memelihara efisiensi pertumbuhan nasional. Ketiga tujuan tersebut
saiing berkaitan dan berkelakuan searah, satu diantara ketiganya merupakan titik
sentral, yaitu keseimbangan antar daerah dalam tingkat pertumbuhannya.

Keseimbangan antar daerah selain memenuhi tuntutan keadilan sosial juga
memungkinkan berlangsungnya perdagangan antar daerah yang berimbang.
Perdagangan antar daerah yang berimbang adalah perdagangan yang efisien.
Perdagangan yang efisien mendorong semakin intensifnya perdagangan antar
daerah. Perdagangan antar daerah yang intensif merangsang timbulnya spesialisasi
daerah yang berarti pula membuka kesempatan yang lebih besar nagi masing-
masing daerah untuk berkembang. Perdagangan yang berpijak pada spesialisasi
daerah merupakan dasar bagi pertumbuhan nasional yang efisien, dengan
demikian usaha untuk memelihara pertumbuhan yang efien jelas sejalan dengan
terwujudnya keseimbangan antar daerah.

| Konsep pengembangan wilayah memerlukan keseimbangan antar daerah

dalam hal tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan yang tinggi serta merata
mendorong suatu daerah untuk memperkokoh kesatuan ekonomi nasional.
Keseimbangan ekonomi antar daerah akan memeperkokoh ekonomi nasional,
secara tidak langsung akan terpelihara pertumbuhan nasional yang efisien
(Hadjisaroso, 1982; 1-2).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dalam konsep pengembangan
wilayah dapat ditingkatkan dengan memelihara lokasi yang dianggap paling
menguntungkan. Konsep Pengembangan Wilayah Regioanal mendefinisikan
suatu wilayah, yaitu sebutan untuk lingkungan permukaan bumi pada umumnya

dan tentu batasnya. Untuk lebih menyederhanakan pengertian wilayah, dibagi
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wilayah nasional dan wilayah daerah regional. Wilayah nasional adalah sebutan
untuk wilayah dalam batas kekuasaan negara. Daerah regional adalah sebutan
untuk wilayah dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh
adalah batas propinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, dan desa. Wilayah
nasional terbagi dalam daerah-daerah, dalam pelaksanaannya menerapkan
kebijaksanan nasional melalui proses pengaturan pemerintah daerat; regional
(Hadjisaroso, 1982 ; 8).

Realisasi dari kebijaksanaan pembangunan tersebut dibentuklah wilayah-
wilayah pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan perbatasan daerah,
dengan memperhatikan pengaruh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi akan
digantikan pengaruh dari pusat lainnya. Satuan Wilayah Pembangunan merupakan
berbagai jenis kegiatan yang tercahup dalam sektor pemerintah maupun
masyarakat dan pelaksanaannya diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki
tingkat kesejahteraan hidup masyarakat melalui proyek pengembangan antar
sektor, pada satu atau lebih Wilayah Pembangunan yang menghubungkan
beberapa daerah untuk membentuk kegiatan hubungan tiap sektor ekonomi.
Dengan adanya SSWP diharapkam tingkat pertumbuhan antar wilayah
pembangunan dapat ditingkatkan (Sukirno, 1979; 2).

Berbagai jenis kegiatan baik yanh tercakup dalam sektor pemerintah
maupun masyarakat dilaksanakan dan diatur dalam rangkah usaha-usaha
memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha demikian itu pada
dasarnya meningkatkan pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan. Melalui produk-produknya berbagai jenis kegiatan tersebut
membawa pengaruh pada peningkatan kawasan, baik dalam arti kualitas dan jenis
maupun luas serta jumlahnya.

Peningkatan pada kawasan dapat pula diartikan sebagai peristiwa
pengembangan pada wilayah bersangkutan, maka keseluruhan usaha yang
mengarah pada perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dapat
dipandang sebagai penyebab berlangsungnya proses perkembangan wilayah.

Proses berkembangnya wilayah berlangsung dengan mengikuti mekanisme


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

tertentu yang disebut dengan satuan mekanisme pengembangan (Hadjisaroso,
1982; 8).

Satuan Wilayah Pengembangan adalah tujuan obyek “seperti adanya” atas
produk dari proses berkembanngnya wilayah yang berlaku untuk tiap satu satuan
mekanisme pengembangan. Pada wilayah nasional dapat dijumpai satu atau lebih,
namun berbeda dengan pengertian daerah, wilayah nasional tidak selalu terbagi
dalam SWP-SWP tergantung pada tingkat pengembangan SWP-SWP
bersangkutan. Satu SWP dapat mencakup bagian-bagian dari suatu daerah atau
mencakup bagian-bagian sari beberapa daerah ataupun keseluruhan bagian dari
sejumlah daerah (Hadjisaroso, 1982; 18).

Pengaruh besar adanya kebijaksanaan SSWP ini akan tercapai kesempatan
uﬁtuk tumbuh kegiatan-kegiatan usaha lebih tinggi, sehingga pertumbuhan suatu
daerah akan lebih tinggi. Kebijaksanaan SSWP bertujuan untuk mencapai
kemudahan-kemudahan pengembangan suatu daerah serta mewujudkan
keseimbangan antar daerah untuk lebih efektif dan efisien (Sukirno, 1979; 2).

Pengembangan SSWP terjadi oleh pertumbuhan modal yang bertumpu
pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya.
Pengembangan kedua jenis sumber daya berlangsung sedemikian rupa, sehingga
menimbulkan arus barang. Timbulnya arus barang merupakan sumber kekuatan
pengembangan untuk pertumbuhan modal. Makin luas jangkauan arus barang,
maka makin besar pula kesempatan terbuka untuk pertumbuhan modal. Luas
jangkauan arus barang ditentukan oleh tinggi nilai ataupun nilai tambah barang.
SSWP memungkinkan arus barang antar daerah lebih berkembang, karena
menghubungkan antar daerah (Hadjisaroso, 1982; 12).

2.2.5 Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral diperkenalkaﬁ“bleh Christaller pada tahun 1930-an.
Meskipun teori ini menarik banyak perhatian dari para ahli ilmu bumi namun dari
ségi isinya, teori ini lebih merupakan teori ekonomi. Menurut teori ini,
pertumbuhan kota tergantung pada spesialisasinya dalam fungsi pelayanan kota.

Tingkat permintaan pelayanan kota di daerah pelayanannya atau jasa (service
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area) menentukan seberapa cepat tempat-tempat sentral berkembang. Teori ini
juga merupakaﬁ teori umum dalam arti bahwa tidak hanya menjelaskan
pertumbuhan kota secara pisah-pisah tetapi juga urutan spasial dari pusat kota .
dalam ekonomi nasional dan negara.

Teori pertumbuhan kota masih merupakan hal yang belum dikembangkan
dalam bidang ekonomi perkotaan san ekonomi regional. Hal ini disebabkan oleh
pengalaman uebanisasi yang sukar digeneralisasikan. Proses pertumbuhan kota
sangat kompleks. Kotz juga penuh dengan gejala sosial dan kultural daripada
gejala ekonomi sehingga perkembangannya tidak dapat dijelaskan semata-mata
dalam kerangka ilmu ekonomi (James J. Spillane, 1988; 152-153).

Fungsi utama kota adalah sebagai pusat pelayanan untuk wilayah
sekelilingnya (yang disebut daerah pelengkap atau compiementary region) dengan
menyediakan barang serta jasa sentral. Selain itu, kota juga mempunyai fungsi-
sungsi sebagai berukut, yaitu :

kota berfungsi sebagai pusat perdagangan eceran dan borongan/ grosir;

!\).—A

kota berfungsi sebagai pusat usaha perbankkan;
kota berfungsi sebagai pusat organisasi perdagangan;
kota berfungsi sebagai pusat penyedia jasa profesional;

kota berfungsi sebagai pusat penyedia jasa administrasi;

o L oA W

kota berfungsi sebagai pusat penyedia fasilitas pendidikan dan hiburan.

2.2.6 Konsep teori Gravitasi dan Indeks Aksebilitas

Model Gravitasi sederhana dilandaskan pada asumsi bahwa interaksi
antara 2 pusat mempunyai hubungan proporsional langsung dengan massa dari
pusat-pusat yang bersagktan dan mempunyai hubungan proporsional terbalik
dengan jarak antara pusat-pusat tersebu. Variabel-variabel yang digunakan untuk
mengukur massa dan jarak adalah tergantung pada persoalan—persoalan\&éng
hendak dipecahkan dan pada tersedianya data (Glasson, 1991: 27).
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Rumus Gravitasi yang digunakan adalah :

P12
Ii2 =a T
(d12)
Dimana :
[12 = kekuatan Gravitasi antara daerah 1 (daerah pusat) dengan daerah 2
(daerah belakang)
a = konstanta

Pi = jumlah penduduk di daerah 1 (orang)
P2 = jumiah penduduk di daerah 2 (orang)
d12 =jarak fisik antara daerah 1 dan daerah 2 (Km)

b = eksponen yang nilainya sebesar 2

Dalam analisa Gravitasi, daerah dianggap suatu massa. Hubungan antara
daerah satu dengan yang lainnya dipersamakan dengan hubungan antara massa-
massa wilayah yang mempunyai daya tarik, sehingga saling mempengaruhi antar
daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik (interaksi) antar daerah
(Warpani Suwarjoko, 1984: 43).

Konsep analisa Indeks Aksesbilitas digunakan untuk mengetahui seberapa
besar tingkat kemudahan transportasi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Tingkat
kemudahan transportasi di sisni dapat dilihat dari jasa angkutan, tarif angkutan,
prosedur dan lain-lain. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemudahan
transportasi, digunakan Indeks Aksesbilitas.

Rumus dari Indeks Aksesbilitas adalah :
By

A‘n — =
ij dij2

Di mana:
Aij = Indeks Aksesbilitas untuk daerah pusat (i) dalam hubungannya dengan
daerah belakang (j)
jumliah tenaga kerja di daerah j (orang)
jarak fisik dari daerah i ke daerah j (Km)

Il

Ej
dij

Il
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Dari rumus di atas terlihat bahwa tingkat kemudahan transportasi diukur
dari seberapa besar tenaga kerja yang menuju daerah pusat dimana diasumsikan
bahwa tenaga kerja juga mempertimbangkan tarif angkutan yang paling rendah
(Nursaid Sumaatmadja, 1981 :82).

Zdn1 Kon;ep Indeks Williamson

Perkembangan pembangunan antar daerah satu dengan yang lainnya
seharusnya adalah sama. Tetapi kenyataannya, perbedaan itu tidak hanya nampak
jelas tetapi juga cenderung terus tumbuh. Ini dapat dilihat dari perbedaan
pendapatannya. Perbedaan tingkat pendapatan regional sifatnya relatif tidak
absolut, dimana untuk menghitung perbedaan tingkat pendapatan dengan
membandingkan dalam bentuk relatif, pendapatan perkapita daerah diambil
sebagai prosentase dari rata-rata pendapatan perkapita, yaitu sebuah perbandingan
dari rata-rata pendapatan regional dan bersifat informatif. Dengan menggunakan
ukuran seperti Indeks Williamson ini, akan dapat diketahui perbedaan tingkat
pendapatan daerah selama proses pembangunan (J.G. Williamson, 1991 : 54).

Penyebab dari disparitas/perbedaan pendapatan ada beberapa faktor, yaitu
ditentukan oleh produktifitas buruh, efisiensi penggunaan sumber daya alam,
perbedaan sumber daya alam, kualitas buruh, perbedaan sumber daya alam dan
organisasi. Untuk mengukur disparitas pendapatan dapat digunakan ukuran
ketimpangan regional dari J.G. Williamson sebagai berikut :

Y = \F(Yi_?_)zﬁ/N

T

Dimana :
Vw = tingkat disparitas tertimbang
fi = jumlah penduduk di kecamatan daerah belakang dalam (orang)
N = jumiah penduduk di pusat pertumbuhan dalam (orang)
Yi = pendapatan perkapita wilayah i (wilayah kecamatan) dalam (Rp)
Y = pendapatan perkapita wilayah Pusat SWP dalam (Rp)
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2.2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumiah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh
berbagai sektor lapangan usaha, yang melaksanakan kegiatan usahanya di suatu
daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas dasar faktor
produksi. PDRB secara agrc_:gatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu
dalam menghasilkan pendapatan atau balz;s jasa kepada faktor-faktor yang ikut
berpartisipasi salam proses produksi di daerah tersebut (Widodo, 1990 : 23).

a. Jenis-jenis PDRB

Secara berkala, PDRB dibagi dalam 2 bentuk (Widodo, 1990 : 23) :

1. PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah semua agregat pemdapatan
dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada
saat menilai produksi dan biaya antara penilaian komponen nilai tambah
dan komponen pengeluaran PDRB.

2. PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar adalah semua agregat
pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena
menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun
semata-mata disebabkan perkembangan riil, dari kuantum produksi tanpa
mengandung frekuensi harga.

b. Manfaat PDRB

Perhitungan PDRB umumnya mempunyai manfaat atau kegunaan bagi

berbagai pihak yang dikelompokkan menjadi 4 :

1. mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu
daerah. Artinya dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu
daerah tersebut daerah pertanian, industri perdagangan atau jasa,

2. membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Artinya dalam
perhitungan PDRB, angka yang dicatat merupakan angka-angka selama
jangka waktu tertentu, misalnya: 1 tahun. Perbandingan ini dapat
memberikan keterangan terjadinya perubahan struktur atau tidak;

3. membandingkan perekonomian antar daerah, yang digunakan pemerintah
untuk mengambil kebijaksanaan dalam  menentukan  program

pembangunan daerahnya dengan daerah lainnya;,
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4. merumuskan kebijaksanaan pemerintah, yaitu dengan mengetahui
besarnya PDRB dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah
ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisi pada
tiap-tiap sektor ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan perkapita
pemerintah, dapat diperoleh gambaran mengenai kebijaksanaan daerah dan
penggunaan dana investasi. : ;

c. Metode Penghitungan PDRB

Menurut Arsyad (1988 : 18), pendapatan regional dapat dihitung melalui dua

metode, yaitu :

1. Metode langsung adalah metode penghitungan dengan mempergunakan
data daerah secara terpisah sama sekali dengan data nasional sehingga
hasil-hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan
jasa yang dihasilkan daerah tersebut.

2. Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara
mengalokasi pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan

memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokasi.

2.2.9 Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Luwes 2

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi di dalam pembangunan
daerah adalah kurang efektifnya Rencana Tata Ruang Daerah tersebut untuk
berfungsi sebagai pedoman dan pengarah pemangunan dan perkembangan tata
ruang. Permasalahannya terletak pada kenyataan yang terkait dengan
perkembangan masyarakat dengan berbagai kegiatan usahanya yang senantiasa
terus berubah selaras dengan dinamika membangun dari masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, hal-hal yang digariskan di dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah dari suatu daerah apakah itu rencana tata ruang untuk tingkatan
keseluruhan wilayah kabupaten atau kotamadya suatu wilayah pengembangan
(WP) dari suatu kabupaten atau kotamadya, atau kota-kota kabupaten (IKK) atau
untuk suatu kawasan fungsional tertentu saja. Atas dasar inilah, maka suatu pola
pikir ke arah suatu usaha peningkatan pengefektifan rencana tata ruang

pembangunan wilayah yang disesuaikan dengan dinamika perubahan tersebut
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menjadi sangat essensial. Untuk itu diperlukan adanya Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) yang mencerminkan keluwesan (flexibility) sehingga nantinya

memungkinkan dapat efektifnya RTRW itu dalam menghadapi setiap perubahan

sebagai akibat dari dinamika pembangunan di masyarakat.

Beberapa hal pokok yang mencirikan suatu Rencana Tata Ruang Wilayah

yang luwes adalah :

1.

(V%)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan bagian dari rangkaian proses yang
berkesinambungan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.
RTRW vyang luwes seharusnya memungkinkan kepada pemakai rencana
tersebut (pemerintah daerah) untuk senantiasa kreatif di dalam upaya untuk
dapat mengefektifkan rencana tata ruang tersebut yaitu sebagai pengarah,
pengendali, dan pewadahan bagi dinamika pembangunan masyarakat kota
tersebut dengan tetap tidak mengurangi prinsip-prinsip kebijaksanaan
pembangunan daerah yang terkandung di dalamnya.

RTRW yang luwes adalah rencana pembangunan yang mampu berfungsi tidak
sebagai penghambat daerah pembangunan masyarakat melainkan dapat
memberi keuntungan bagi masyarakat. Jadi RTRW akan dapat
mengakomodasikan semangat membangun masyarakat secara terarah
sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

RTRW yang luwes harus dapat berfungsi sebagai alat pengarah pembangunan
daerah yang dirasakan kepentingannya oleh pihak pemerintah, swasta, dan
oleh masyarakat. Dalam hal ini suatu pengembangan kesepakatan, negosiasi,
informasi pembangunan, dan kemitraan pembangunan antara pemerintah,

swasta, dan masyarakat akan sangat menentukan eksistensi RTRW tersebut.

. RTRW yang luwes tidak hanya semata-mata penggambaran pola tata guna

lokasi dari wilayah tersebut tetapi lebih dari itu, yaitu menyangkut usaha
pengelolaan dan penataan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan kota
seperti pengelolaan lahan (land management), prasarana, kependudukan,
pembiayaan, kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat, pengelolaan sektor

informal, dan pengelolaan lingkungan hidup (Sujarto, 1990 : 19-20).
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2.2.10 Kebijaksanaan Pengembangan Kota

Pengembangan kota Jember sebagai bagian dari pembangunan daerah
nasional, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat
yang adil dan makmur secara merata, baik materiil maupun spiritual. Salah satu
kebijaksanaan pengembangan kota ini diantaranya adalah strategi pengembangan
fungsi dan peranan .kota. Tujuan dan sasaran pengembangan Tata Ruang Kota

Jember yang merupakan pusat SWP Jember dan sekitarnya, pada hakekatnya

dimaksudkan agar tercapai keselarasan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten

Jember serta keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam pembangunan jangka

panjang. Karena secara vertikal kota Jember merupakan bagian integral dari

kebijaksanaan pembangunan daerah maupun nasional. Pembangunan Tata Ruang

Kota Jember didasarkan pada potensi dan permasalahan yang dihadapi serta

kebijaksanaan pembangunan kota secara jangka panjang.

: Untuk menyusun kembali Rencana Induk Kota Jember (RIK) berdasarkan
Permendagri Tahun 1987, dirumuskan kebijaksanaan tersebut dalam dua (2) hal,
yaitu kebijaksanaan yang didasarkan pada hasil evaluasi RIK dan kebijaksanaan
perencanaan kota. Kebijaksanaan tersebut mencakup tiga (3) aspek pokok, yaitu:
1. Aspek strategis; meliputi kebijaksanaan dasar penentuan fungsi kota,

pengembangan kegiatan kota, dan perencanaan tata ruang kota yang
merupakan penjabaran atau pengisian dari rencana pembangunan nasional dan
daerah dalam jangka panjang.

2. Aspek tehnis; meliputi kebijaksanaan dasar yang ditujukan untuk
menserasikan dan mengoptimalkan pola tata ruang kota, memberikan fasilitas
dan utilitas secara tepat, mendayagunakan sistem transportasi dan kualitas
pemukiman serta kelestarian lingkungan maupun hubungan antara kota
dengan daerah sekitarnya.

3. Aspek pengelolaan kota; meliputi kebijaksanaan dasar perencanaan yang
mempertimbangkan aspekk hukum dan perundangan serta administrasi kota
agar rencana dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pembiayaan

pembangunan.
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Kebijaksanaan dari pengembangan wilayah kota, yaitu antara lain:

a. Strategi pengembangan fungsi dan peranan kota
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